BAB IV

PENUTUP

1.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dalam
penulisan skripsi yaitu bahwa Tindak pidana pencucian uang atau money

laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul uang/dana atau |Harta Kekayaan||hasil tindak pidana

melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut
tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Tindak pidana pencucian
uang memiliki unsur-unsur yaitu ada pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau
finansial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta
kekayaan yang sah (legal), dan uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Poin
terakhir dari unsur tindak pidana pencucian uang mensyaratkan bahwa uang yang
ditransaksikan harus merupakan hasil tindak pidana, sehingga tindak pidana
pencucian uang disebut tindak pidana ikutan (underlying crime) dan memiliki
tindak pidana asal (predicate crime).

Tindak pidana asal (predicate crime) diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-
Undang TPPU. Salah satunya adalah tindak pidana di bidang pasar modal yang
tercantum dalam Huruf h. Dalam Pasar Modal dikenal tindak pidana perdagangan
orang dalam (insider trading) yang diatur dalam Pasal 95 UUPM. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dalam
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(insider trading) merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak
pidana pencucian uang.

Tindak pidana perdagangan orang dalam (insider trading) adalah
perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam dengan memanfaatkan
informasi orang dalam yang dimilikinya, dalam hal informasi tersebut
berpengaruh terhadap perubahan nilai efek dan informasi tersebut belum terbuka
untuk umum (disclosure). Tindak pidana ini memiliki karakteristik yang unik,
yaitu objek pidananya adalah informasi, dimana objek tersebut berbeda dengan
tindak pidana asal (predicate crime) lainnya.

Dalam perkembangannya, muncul pengaturan baru dalam Undang-Undang
TPPU mengenai sistem follow the money. Mengusung Pasal 69 yang tidak
mewajibkan pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sehingga
pencucian uang dapat diproses tanpa menunggu putusan tindak pidana asal
(predicate crime). Selain itu juga didukung Pasal 77 tentang pembuktian terbalik
untuk mengusut arus uangnya.

Ketentuan tersebut menjadi kurang sesuai diterapkan pada tindak pidana
perdagangan orang dalam (insider trading) sebagai tindak pidana asal (predicate
crime) dari tindak pidana pencucian uang. Mengingat insider trading sulit
dibuktikan karena karakteristiknya yang unik, sangat memungkinkan proses
penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang selesai terlebih dahulu.
Namun pemberian putusan terhadap tindak pidana pencucian uang tetap harus

menunggu putusan terhadap insider trading.
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Dalam hal tindak pidana insider trading terbukti, putusan terhadap tindak
pidana pencucian uang dapat dijatuhkan juga. Apabila tindak pidana insider
trading tidak terbukti, maka putusan terhadap tindak pidana menjadi gugur,
dikarenakan unsur tindak pidana pencucian uang tidak terpenuhi. Penerapan Pasal
77 juga tidak berlaku apabila tindak pidana insider trading tidak terbukti, karena
transaksi insider trading merupakan transaksi yang sah secara umum, tetapi
merupakan transaksi tidak sah dalam pasar modal, sehingga PPATK tidak dapat
mengkategorikan transaksi tersebut ke dalam transaksi keuangan mencurigakan.
Pembuktian ketidaksahan transaksi harus dibuktikan terlebih dahulu oleh otoritas

di pasar modal yaitu Bapepam-LK.

2. Saran

Sulitnya pembuktian tindak pidana insider trading berdampak pada
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu,
saran yang diberikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perlu adanya pengaturan yang lebih detail untuk menjerat pelaku insider
trading. Pengaturan yang dimaksud dapat dikaji dari modus operandi
maupun pendekatan teori mengenai insider trading, serta pengaturan lain
yang sesuai dengan pasar modal yang sudah berkembang jauh dari tahun
1995.

b. Pemberian sanksi pidana yang lebih berat dan setimpal untuk pelaku
insider trading, mengingat hasil tindak pidana tersebut pada masa Kini

jumlahnya berkali-kali lipat dari sanksi pidana UUPM yang masih
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berlaku. Selain itu, karena tindak pidana insider trading memiliki
dampak yang merugikan publik, sehingga pengaturan tersebut akan
berguna bagi perlindungan investor dalam pasar modal.

Perumusan aturan tentang proses penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang yang dasar objeknya adalah informasi. Oleh karena
tindak pidana yang berkembang tidak cukup hanya diusut lewat arus
uang. Dapat diciptakan formula follow the securities atau semacamnya.
Pada intinya, tidak hanya ada transaksi keuangan mencurigakan yang
diselidiki, namun transaksi saham mencurigakan juga perlu diselidiki

sebagai dugaan tindak pidana pencucian uang.
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